BUPATI HALMAHERA TENGAH
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Halmahera Tengah tentang Pengelolaan
dan penggunaan Dana Desa di Kabupaten Halmahera
Tengah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Halmahera Tingkat II
Halmahera Tengah {Lembar Negara RI tahun 1990 nomor
51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3420);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan
di Provinsi Maluku Utara (Lembar Negara RI tahun 2003
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495};
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10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 220);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transimigrasi Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2022 Tentang Prioritas Pembangunan
Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
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13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor
9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah
Tahun 2014 Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor
1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun
2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah
Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH TENTANG

PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Halmahera Tengah ini yang dimaksud dengan:

1.

Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan
bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada
daerah otonom untuk dikelola oleh daerah otonom dalam rangka mendanai
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
otonom.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan

untuk  membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan = pemberdayaan
masyarakat.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat
APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
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10.

il1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase
tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara proporsional kepada
setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.

Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa tertinggal dan
Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki
hasil penilaian kinerja terbaik.

Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator
jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan
tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.

Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah
indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai
berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar
Daerah.

Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut 1KG Desa
adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa
berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur,
transportasi, dan komunikasi.

Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana yang perlu
dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Desa.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat
KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang
memperoleh kuasa dari bendahara umum negara untuk melaksanakan
sebagian fungsi kuasa bendahara umum negara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui
oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
peraturan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah
rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri
Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh
penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank
sentral.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah
rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh
gubernur, bupati, atau Walikota untuk menampung seluruh penerimaan
Daerah dan membayar.

Pasal 2

Pengelolaan Dana Desa dalam peraturan Bupati ini meliputi:

Acop

Penganggaran,

Penyaluran;

penatausahaan, pertanggujawan dan pelaporan;
penggunaan;




€. pemantauan dan evaluasi; dan
f. penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa.

BAB I
PENGANGGARAN

Pasal 3

(1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku PPA BUN Pengelolaan
TKD menyusun Indikasi Kebutuhan Dana Desa.;
(2) Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (13,
disusun dengan memperhatikan:
a. kebutuhan masing-masing Desa sesuai dengan kewenangan Desa;
b. kinerja pelaksanaan Dana Desa; dan /atau
¢. kemampuan keuangan negara.

(3) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan Indikasi
Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat bulan Februari tahun anggaran
sebelumnya.

(4} Penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan penyampaian Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Menter Keuangan
mengenai tata cara perencanaan, penelaahan dan penetapan alokasi
anggaran BA BUN, dan pengesahan DIPA BUN.

Pasal 4

(1) Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
digunakan sebagai dasar penganggaran, penyusunan arah kebijakan, dan
pengalokasian Dana Desa dalam nota keuangan dan rancangan Undang-
Undang mengenai APBN.

(2) Penganggaran, penyusunan arah kebijakan, dan pengalokasian Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam pembahasan nota
keuangan dan rancangan Undang-Undang mengenai APBN antara
Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Berdasarkan hasil pembahasan antara Pemerintah dengan Dewan
Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Keuangan
menetapkan pagu anggaran Dana Desa.

BAB III
PENYALURAN

Pasal 5

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

(2) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Pagu Dana Desa untuk non BLT Desa; dan
b. Pagu Dana Desa untuk BLT Desa.
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(3) Pagu Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b merupakan kebutuhan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 6

Penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal
5 ayat (2) huruf a dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. Tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk
nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta
paling lambat bulan Juni;

b. Tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk
nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret serta
paling lambat bulan Agustus; dan

c. Tahap IIl, sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk
nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Juni.

Pasal 7

(1) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa,
Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen
persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar, dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. Tahap I berupa:
1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
b. Tahap IT berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
tahun anggaran 2022; dan
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaranDana Desa
untuk nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi
penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan
rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar
35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa
tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan

c. Tahap IIl berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
untuk nonBLT Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-
rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (Sembilan
puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling
rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa
untuk nonBLT Desa tahap 1l dan BLT Desa yang telah disalurkan;
dan

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun
anggaran 2022,

(2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
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3)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

a. tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan;

b. tahap II paling lambat tanggal 24 Agustus tahun berjalan; dan

c. batas waktu untuk tahap Il mengikuti kebijakan langkah-langkah
akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

o

Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2022, selain
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat
bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2022,
Dalam al Desa tidak menerima penyaluran Dana Desa untuk BLT
Desa tahun anggaran 2022 selama 12 (dua belas) bulan, Desa melakukan
perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu
sampai dengan bulan yang disalurkan.

Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa
pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} huruf a
angka 2 dan ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib
disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran
tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.

Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2
dan huruf ¢ angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian
keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.

Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} huruf b angka 2 dan huruf ¢ angka 1, disusun
sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran,
volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan
daftar rekening kas setiap Desa pada bank umum yang terdaftar dalam
sistem kliring nasional Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia real time
gross settlement sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada
ayat (8), bupati menyampaikan perubahan RKD kepada KPA BUN
Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.

Tata cara dan penyampaian perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada
ayat (9) dilaksanakan berdasarkan ketentuan mengenai pengelolaan data
supplier dan data kontrak dalam sistem perbendaharaan dan anggaran
negara.

Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah
oleh Pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan Pengelolaan Keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat {11) ditunjuk oleh bupati.

Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) serta surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (11)
disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy}.

Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (13) diolah
dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN.




(1)

(3)

Pasal 8

Dana Desa untuk BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri
disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:

1. melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan
kesatu yang berlaku selama 12 {dua belas) bulan, untuk penyaluran
Dana Desa, BLT Desa paling lambat tanggal 12 Mei 2023;

2. melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur
tiap-tiap bulannya;

3. menyampaikan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa
mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan

4. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan
ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2023.

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua
belas dilakukan oleh bupati setelah melakukan penandaan pengajuan
penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya, dengan ketentuan
sebagai berikut:

1. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan
keenam disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi
jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran
BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;

2. permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan
bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2023;

3. Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan
kesembilan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi
jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran
BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam,;

4. permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan
kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2023;

5. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan
kedua belas disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi
jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran
BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan; dan

6. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan
bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2023.

Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {1) disertai dengan surat
pengantar.

Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani
paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau pimpinan
organisasi  perangkat daerah yang menyelenggarakan  urusan
pemberdayaan masyarakat.

Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) ditunjuk oleh bupati.

Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan
penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Aplikasi OM-SPAN.
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(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan dipercleh dari hasil
perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang
direkam dalam Aplikasi OM-SPAN dengan besaran BLT Desa setiap
bulannya.

Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan
ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan
bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hurufa .

Dalam hal terdapat sisa alokasi BLT Desa, sisa alokasi dimaksud
disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa
tahap Il sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf ¢ atau tahap II
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.

Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) belum dilakukan perekaman dalam Aplikasi OM-SPAN, Dana
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disalurkan paling tinggi
sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
Bupati wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima
manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling
lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2023.

Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan
bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (10} menjadi
persyaratan penyaluran Dana Desa tahap Il tahun anggaran 2024.

Pasal 9

Dalam rangka penyampaian dokumen  persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1}, kepala Desa menyampaikan
dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati secara lengkap dan benar
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
b. Tahap Il berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun
anggaran 2022; dan
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk
nonBLT Desa tahap 1 menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan
paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian
keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima
persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I dan BLT Desa
yang telah disalurkan; dan

c. Tahap I berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk
nonBLT Desa sampai dengan tahap Il menunjukkan rata-rata realisasi
penyerapan paling rendah sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan
rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75%
(tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap II
dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan

2.laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun
anggaran 2022.




(4)

Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2022 selama 12 (dua
belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b ditambahkan data realisasi
pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas.

(3} Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
angka 2 dan huruf ¢ angka 1 serta ayat (2} huruf b angka 2 dihitung
berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan
setiap Desa.

Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2)
huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang,
kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara
pengadaan, dan capaian keluaran.

Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum
memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan
perubahan table referensi kepada bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu
pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 10

Dana Desa untuk BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa
mandiri disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan
bulan ketiga dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan:
1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
2. peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai
penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, kepada bupati
paling lambat tanggal 5 Mei 2023; dan

b. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan
bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai
dengan bulan keenam dilaksanakan setelah kepala Desa
menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang
telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan
bulan ketiga;

2. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai
dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah kepala Desa
menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah
menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan
keenam; dan

3. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai
dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah kepala Desa
menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah
menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan
kesembilan,




(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(7)

(2)

Kepala Desa harus menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima
manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh
sampai dengan bulan kedua belas kepada bupati paling lambat tanggal 15
Desember 2023.

Dalam hal tanggal 15 Desember 2023 bertepatan dengan hari libur atau
hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah
keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari
kerja berikutnya.

Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah
keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 11

Pemotongan Dana Desa Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil
pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) dilaksanakan dengan menggunakan SPP dan SPM.

Dalam rangka pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan
penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa, pejabat pembuat komitmen
menerbitkan SPP.

Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat
penandatanganan SPM menerbitkan SPM untuk pemotongan Dana Desa
setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana
Desa ke RKD.

Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPN menerbitkan
SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Desa menyampaikan lembar
konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Bupati.
Kepala KPPN menyampaikan daftar rincian SP2D penyaluran dana hasil
pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
kepada Bupati melalui Aplikasi OM-SPAN.

Tata cara penerbitan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesual dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV
PENATAUSAHAAN,PERTANGGUNGJAWABAN,
DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Tingkat
Pemerintah Daerah

Pasal 12

Pemerintah Daerah kabupaten menganggarkan Dana Desa dalam APBD
berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Dalam hal terdapat perubahan pagu Dana Desa setiap kabupaten,
Pemerintah Daerah kabupaten melakukan perubahan APBD sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
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(3)

(4)

(5)

(2)

(3}

(2)

(3}

Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana
Desa, Pemerintah Daerah kabupaten melakukan pencatatan pendapatan
dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pencatatan pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan berdasarkan daftar rincian SP2D untuk penyaluran dana hasil
pemotongan Dana Desa ke RKD dari Aplikasi OM-SPAN.

Pencatatan belanja Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dengan SP2D pengesahan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
kabupaten dilakukan berdasarkan daftar rincian SP2D untuk penyaluran
dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD dari Aplikasi OMSPAN.

Bagian Kedua
Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Tingkat
Pemerintah Desa

Pasal 13

Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Desa, Pemerintah Desa
menganggarkan Dana Desa dalam APBDes.

Dalam hal terdapat tambahan Dana Desa, Pemerintah Desa melakukan
perubahan APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-
Undangan.

Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana
Desa, Pemerintah Desa melakukan pencatatan pendapatan dan belanja
atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Pelaporan APBDes

Pasal 14

Kepala Desa menyampaikan:

a. Laporan pelaksanaan APBDes semester pertama Tahun Anggaran
2022; dan

b. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes Tahun
Anggaran 2022, kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati

menyusun:

a. Laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes semester pertama tahun
anggaran 2022; dan

b. Laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2022.

Bupati menyampaikan laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) secara elektronik melalui sistem informasi yang dikelola oleh

Pemerintah.




(1)

(2)

(2)

(1)

BAB V
PENGGUNAAN
Bagian kesatu
Prioritas Penggunaan Dana Desa;

Pasal 15

Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023 untuk memberi

acuan bagi:

a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah
kabupaten dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi, pendampingan
masyarakat Desa, pembinaan, dan fasilitasi Prioritas Penggunaan Dana
Desa;

b. Pemerintah Daerah kabupaten dan Pemerintah Desa dalam
memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta pemantauan dan
evaluasi status perkembangan Desa; dan

¢. Pemerintah Desa dalam menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa
untuk kegiatan perencanaan pembangunan Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun berdasarkan prinsip:

a. kemanusiaan;

b. keadilan;

c. kebhinekaan;

d. keseimbangan alam;

e. kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa; dan

f. sesuai dengan kondisi obyektif Desa.

Pasal 16

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

ayat (2) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan

Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi:

a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;

b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan

¢. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai
kewenangan Desa.

Pasal 17

Penggunaan Dana Desa untuk pemulthan ekonomi nasional sesuai

kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat {2) huruf a

meliputi:

a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan
badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;

b. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh
badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan

¢. Pengembangan Desa wisata.
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(2)

(4)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai
kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat {(2) huruf b
meliputi:

a. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan
perkembangan desa melalui indeks desa membangun;
Ketahanan pangan nabati dan hewani;
Pencegahan dan penurunan stunting;
Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa;
Peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
g. Dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3 % (tiga persen)

dari pagu Dana Desa setiap Desa;

h. Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan
penghapusan kemiskinan ekstrem.

o a0

=

[

Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan
nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (2) huruf c meliputi:

a. Mitigasi dan penanganan bencana alam; dan

b. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian kedua
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;

Pasal 18

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa penyusunan
RKP Desa.

Hasil Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam berita acara.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
Desa.

Pasal 19

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (2) dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber
daya lokal Desa.

Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan
cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diutamakan menggunakan
pola Padat Karya Tunai Desa.
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(4)

(1)

(1)

(1)

(2)

Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3}
dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen)
dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.

Pasal 20

Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas
warga Desa dilakukan melalui swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja
sama antar desa.

Kerja sama antardesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh badan kerja sama antardesa sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.

Pasal 21

Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan

Dana Desa.

Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan cara:

a. Terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan
Dana Desa,

b. Menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;

¢. Memastikan Prioritas Penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam
dokumen RKP Desa dan APB Desa; atau

d. Terlibat aktif melakukan sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam

penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 22

Pricritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa. Prioritas
Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan:
a. Rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa,;
b. Rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data perkembangan
desa melalui indeks desa membangun; dan
¢. Aspirasi masyarakat Desa.

RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

Pasal 23

Pemerintah Desa harus mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana
Desa.

Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan Prioritas Penggunaan
Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan
Permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis
kepada Pemerintah Desa dengan tembusan kepada Bupati.

Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Hasil Musyawarah Desa; dan
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(4)

(1)

(2)

(1)
(2)

(4)

(1)

(2)

b. Data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen
RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan
dokumen APB Desa.

Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling
sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 24

Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan di ruang
publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara
swakelola dan partisipatif.

Pasal 25

Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana
Desa kepada Menteri.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk
dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh
Kementerian.

Dalamn hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat
disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Kepala Desa dapat
menyampaikan laporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara offline
dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.

Pasal 26

Menteri melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan
evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara nasional melalui sistem
informasi Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Gubernur, dan Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi,
pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan
kewenangannya.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh
Perangkat Daerah dan/atau Tenaga Pendamping Profesional sesuai dengan
ketentuan peraturan Perundang- Undangan.

Pasal 27

Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang
bersumber dari Dana Desa, diutamakan penggunaannya untuk:

a.

Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan
kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh
persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran
Dana Desa;

Dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari
anggaran Dana Desa;
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(1)

(2)

(4)

(5)

(7)

Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh
persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung
pangan Desa; dan

Dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan
kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk
penanganan stunting, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi
karakteristik desa, serta program atau kegiatan lain.

Pasal 28

Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27 huruf a diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di

Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran

percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar

dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa dapat

menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga

yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data

pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar

dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan

penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga

penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:

a. Kehilangan mata pencaharian;

b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis
dan/atau difabel;

c. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau

d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Dalam hal pemerintah daerah belum memiliki data pensasaran percepatan

penghapusan  kemiskinan  ekstrem, pemerintah daerah  dapat

menyampaikan surat permintaan data tersebut kepada Deputi Bidang

Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Bupati menyampaikan data pensasaran percepatan penghapusan

kemiskinan ekstrem per Desa kepada kepala Desa di wilayahnya.

Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa atau

keputusan kepala Desa.

Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:

a. Nama dan alamat keluarga penerima manfaat;

b. Rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok
pekerjaan; dan

c. Jumlah keluarga penerima manfaat.

Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu

rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per

keluarga penerima manfaat.

Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan

mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga)

bulan secara sekaligus.
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(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua
belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 2, pembayaran atas selisih kekurangan BLT
Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana
Desa non BLT Desa setiap bulan.

Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak
memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima
manfaat yang baru.

Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat yang baru
sebagaimana dimaksud pada ayat {11), kepala Desa melakukan perubahan
daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa yang masih tersisa
berdasarkan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 2 dengan menjelaskan
penurunan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat.

Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan
daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada
ayat {12).

Dana Desa untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga
penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima
manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (13), dapat digunakan
untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18.

Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (14) kepada Bupati.

Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat
BLT Desa berdasarkan data realisasi yang disampaikan oleh kepala Desa
disertai penjelasan perubahan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat
sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan penggunaan sisa BLT Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (15) pada Aplikasi OM-SPAN.

Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan/atau penambahan jumlah
keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) perubahan dan/atau
penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau
keputusan kepala Desa setelah dilaksanakan musyawarah Desa
khusus/musyawarah insidentil.

Pasal 29

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19
berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendesa Nomor 8 tahun
2022).
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Pasal 30

Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara
swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan
diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa
setempat.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 31

(1) Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, danTransmigrasi melakukan
pemantauan atas capaian keluaran Dana Desa secara sendiri-sendiri atau
bersama-sama sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pemantauan atas capaian keluaran Dana Desa secara bersama-sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah koordinasi Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

(3) Pemantauan oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, terhadap:

a. Penyaluran Dana Desa termasuk BLT Desa;

b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;

c. Penyampaian laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa;
dan

d. Sisa Dana Desa di RKD.

Pasal 32

Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3} huruf a dilaksanakan untuk
memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.

Pasal 33

Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa, dan laporan konvergensi pencegahan stunting
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b dan huruf ¢ dilakukan
untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran
berjalan.

Pasal 34

Kepala KPPN selaku KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi
Khusus, dan Keistimewaan melakukan evaluasi, terhadap:

a. Penyaluran terhadap Dana Desa; dan

b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa.
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(1)

(2)

(2)

(3)

(1)

Pasal 35

Evaluasi terhadap penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 huruf a dilakukan untuk mengetahui besaran realisasi
penyaluran Dana Desa.

Evaluasi terhadap laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal! 34 huruf b dilakukan
untuk mengetahui besaran realisasi, penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa.

Pasal 36

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

a. penyaluran Dana Desa;

b. prioritas penggunaan Dana Desa

c. capaian keluaran Dana Desa;

d. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa; dan/ a tau

e. sisa Dana Desa di RKD.

Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), bupati dapat meminta penjelasan kepada kepala Desa
dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan
capaian keluaran yang akan direkam dalam Aplikasi OM-SPAN.

Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, bupati dapat
meminta inspektorat daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VII
PENGHENTIAN DAN/ATAU PENUNDAAN
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 37

Dalam hal terdapat permasalahan di Desa, berupa:

a. Kepala Desa dan/ atau perangkat Desa melakukan penyalahgunaan
Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka;

b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status
hukum, dan/ atau status keberadaan Desa; atau

c. Penyalahgunaan wewenang oleh bupati terkait pelantikan dan/atau
penghentian kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian
dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa
tahun anggaran berjalan dan/ atau tahun anggaran berikutnya.

Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum
penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa dan /atau
perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
kepala Desa dan/atau perangkat Desa telah ditetapkan sebagai tersangka,
Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana
Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan.
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(4}

(5)

(7)

(1}

(2)

(3)

(4)

Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa nonBLT Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:

a. Surat permchonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

b. Keputusan dan/atau surat rekomendasi dari Kementerian Dalam
Negeri dan/atau Bupati atas permasalahan desa sebagaiman pada ayat
(1) huruf b; atau

c. Surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur
sebagai wakil Pemerintah.

Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana nonBLT Desa
berdasarkan surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf b dan huruf ¢ dilakukan mulai penyaluran Dana Desa nonBLT
Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.

Penghentian dan/atau penundaan penyaluran DanaDesa nonBLT Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui naskah dinas
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada:

a. Direktur Jenderal Perbendaharaan;

b. Bupati; dan/atau

c. Kementerian Dalam Negeri.

Dana Desa untuk nonBLT Desa yang dihentikan penyalurannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, tidak dapat
disalurkan kembali ke RKD.

Pasal 38

Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf a, berhak
mendapatkan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa pada tahun
anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa
tahun anggaran berjalan.

Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian
penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun
anggaran berjalan.

Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah terdapat
pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka,
dan/atau sudah ditetapkan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Desa.
Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan
c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat
rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari
kementerian negara/lembaga terkait dan/atau Bupati paling lambat
tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.
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(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau
surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima setelah
tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk
tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut
telah dialokasikan.
Dalam hal Desa dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (4) huruf ¢, Dana Desa yang telah dialokasikan pada
tahun anggaran berjalan dapat disalurkan kembali dalam hal Bupati telah
melantik kepala Desa hasil pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Dalam hal pelantikan kepala Desa hasil pemilihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dilakukan setelah melewati tahun anggaran berkenaan, Dana
Desa yang telah dihentikan tidak disalurkan kembali.
Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya dapat disalurkan dalam hal
Bupati telah melantik kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan
Perundang-Undangan.
Penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6} dilakukan
setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana
Desa dari Kementerian Dalam Negeri berdasarkan hasil klarifikasi
Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
Dalam hal surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diterima setelah batas waktu
penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap | dan tahap Il
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4), Dana Desa
untuk nonBLT Desa yang telah dihentikan dapat disalurkan kembali.
Penyaluran kembali Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (10) dengan terlebih dahulu memperhatikan kebijakan
langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4), disalurkan kembali setelah
Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
menerima surat rekomendasi pemenuhan persyaratan administrasi dari
Kementerian Dalam Negeri.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan:
a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(2);
b. surat rekomendasi dari bupati dan/atau Kementerian Dalam Negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (4); atau
c. surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri berdasarkan hasil
Klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah sebagaimana dimaksud
pada ayat (9), menerbitkan naskah dinas pencabutan penghentian
penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa disampaikan kepada
Direktur Jenderal Perbendaharaan, Bupati, dan/atau Kementerian
Dalam Negeri.
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(1)

(4

(5)

(2)

(3)

Pasal 39

Dalam hal terdapat setoran ke RKUN yang dilakukan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas penyalahgunaan
Dana Desa yang dilakukan oleh kepala Desa dan/atau perangkat Desa,
setoran dimaksud merupakan bagian yang diperhitungkan dan mengurangi
pencatatan nilai kumulatif sisa Dana Desa di RKD.

Bupati melakukan koordinasi dengan pengadilan dan/atau kejaksaan
untuk mendapatkan bukti setoran ke RKUN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Bupati menyampaikan bukti setoran ke RKUN sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disertai dengan surat permohonan berisi penjelasan kepada
KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan
Keistimewaan melalui Aplikasi OM SPAN.

Berdasarkan surat permochonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Bupati melakukan perekaman nomor transaksi penerimaan negara pada
Aplikasi OM- SPAN.

Dalam proses pelaksanaan perekaman nomor transaksi penerimaan negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati harus melengkapi detail
penyetoran sesuai dengan besaran yang terkait dengan Dana Desa.

KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan
Keistimewaan melakukan proses validasi bukti penyetoran ke RKUN
sebagaimana dimaksud ayat (5) pada Aplikasi OM-SPAN.

Pasal 40

Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12
(dua belas) bulan tahun anggaran 2023, dikenakan pemotongan Dana Desa
nonBLT Desa sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penyaluran Dana
Desa tahap Il tahun anggaran 2024.

Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi
Desa yang tidak menerima penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2023.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Bupati melakukan pengecekan data jumlah Desa di wilayahnya dengan
membandingkan data jumlah Desa mutakhir yang dimiliki oleh Pemerintah
Daerah kabupaten.

Bupati menyampaikan hasil pengecekan data jumlah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat
hari kerja, terakhir bulan Juni.

Dalam hal data jumlah Desa hasil pengecekan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) lebih sedikit dibandingkan dengan data jumlah Desa, Menteri
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat
menggunakan data jumlah Desa hasil pengecekan Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} dalam melakukan penghitungan rincian Dana Desa
setiap Desa setelah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
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(4) Dalam hal data jumlah Desa hasil pengecekan Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) lebih banyak dibandingkan dengan data jumlah
Desa, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
menggunakan data jumlah Desa, berdasarkan Undang-Undang mengenai
APBN.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda
Pada tanggal 27 Januari 2023

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH,

m R}
IK ADJI

Diundangkan di Weda
Pada tanggal 27 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

SR

YANTO M. ASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 604

NO. PEJABAT PARAF

-’

1 | SEKDA f

2 | ASISTEN1

4 | KEPALA DPMD

3 | KABAG HUKUM DAN HAM /fz

24



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2023

TANGGAL 27 JANUARI TAHUN 2023

TENTANG PENGELQLA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN BESARAN PAGU DANA DESA PER DESA
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TAHUN 2023
DALAM RIBUAN RUPIAH

NO KD DESA KECAMATAN DESA TOTAL
1 2 3 4 5
1 8202012004 Weda Nusliko 750,740
2 8202012005 Weda Were 957,954
3 8202012020 Weda Fidy Jaya 983,662
4 8202012021 Weda Sidanga 1,009,587
5 8202012022 Weda Nurweda 891,322
6 8202012023 Weda Wedana 992,344
7 8202012024 Weda Goeng 653,273
8 8202022004 Patani Wailegi 893,151
9 8202022005 Patani Kipai 683,949
10 8202022006 Patani Yeisowo 839,438
11 8202022012 Patani Yondeliu 881,105
12 8202022013 Patani Baka Jaya 720,182
13 8202032001 Pulau Gebe Kapaleo 697,443
14 8202032002 Pulau Gebe Kacepi 698,111
15 8202032003 Pulau Gebe Sanafi 639,828
16 8202032004 Pulau Gebe Umera 896,608
17 8202032005 Pulau Gebe Umiyal 988,059
18 8202032006 Pulau Gebe Sonof Kacepo 642,568
19 8202032007 Pulau Gebe Elfanun 715,236
20 8202032008 Pulau Gebe Yang 631,857
21 8202042001 Weda Utara Gemaf 849,938
22 8202042002 Weda Utara Sagea 885,072
23 8202042003 Weda Utara Fritu 814,529
24 8202042004 Weda Utara Waleh 1,033,763
25 8202042008 Weda Utara Kiya 974,199
26 8202052001 Woeda Selatan Tilope 798,782
27 8202052002 Weda Selatan Sosowomo 904,876
28 8202052003 Weda Selatan Loleo 306,084
29 8202052004 Weda Selatan Wairoro indah 621,478
30 8202052005 Weda Selatan Kluting Jaya 867,872
31 8202052006 Weda Selatan Lembah Asri 883,496
32 8202052007 Weda Selatan Sumber Sari 690,974
33 8202052008 Weda Selatan Air Salobar 993,820
34 8202062001 Patani Utara Gemia 729,962
35 8202062002 Patani Utara Tepeleo 799,080
36 8202062006 Patani Utara Bilifitu 793,196
37 8202062007 Patani Utara Tepeleo Batudua 678,718
38 8202062008 Patani Utara Pantura Jaya 670,638
39 8202062011 Patani Utara Maliforo 874,074
40 8202072001 Weda Tengah Lililef Waibulan 864,515
41 8202072002 Weda Tengah Lililef Sawai 859,919
42 8202072003 Weda Tengah Sawai itepo 770,909
43 8202072004 Weda Tengah Kobe 751,152
44 8202072005 Weda Tengah Woekob 679,262
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45 8202072006 Weda Tengah Woejerana 610,532
46 8202072007 Weda Tengah Kulo Jaya 642,053
47 8202082001 Patani Barat Banemo 666,162
48 8202082002 Patani Barat Bobane Jaya 801,399
49 8202082003 Patani Barat Bobane Indah 771,264
50 8202082004 Patani Barat Mareala 769,525
51 8202082005 Patani Barat Sibenpope 936,344
52 8202052001 Weda Timur Dotte 741,443
53 8202092002 Weda Timur Messa 768,498
54 8202092003 Weda Timur Kotalo 781,293
55 8202092004 Weda Timur Yeke 941,970
56 8202102001 Patani Timur Sakam 817,751
57 8202102002 Patani Timur Nursifa 671,419
58 8202102003 Patani Timur Damuli 868,302
59 8202102004 Patani Timur Peniti 735,906
60 8202102005 Patani Timur Masure 952,526
61 8202102006 Patani Timur Palo 716,518

Jumiah 48,956,130

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH
PEJABAT PARAF TKRA GADJI
SEKDA
ASISTEN I

KABAG HUKUM DAN HAM

KEFALA DPMD

¢§“°5r§\x
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